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PUTUSAN

Nomor : 1657/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai
antara:
PENGGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";
Lawan
TERGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
Kabupaten. Malang, sebagai "Tergugat";
e Pengadilan Agama tersebut;
e Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
e Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 14 Maret

2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Nomor: 1657/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 1988,
dicatat di aktaa nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 149/22/VIII/1988 tanggal 07 Agustus 1988 ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan
hidup bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Krajan,
RT.05, RW.02, Desa bajarejo, kecamaatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sampai
sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
satu orang anak yang bernama : FERI EKA HENDI SETIAWAN, berumur 12 tahun

dan anak tersebut sekarang ikut/ diasuhj oleh Penggugat;
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4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis
selama kuraang lebih 7 tahun, kemudian sejak taahun 2006 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai goyah daan tidaak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Penggugat dan
Tergugat, antara lain :

a. Tergugat sering keluar rumah atau pergi tanpa pamit dan tidak jelas
tujuannya dan alasannya serta bila ditanya oleh Penggugat, Tergugat
maraah-marah dan mengaajak bertengkar Penggugat;

b. Tergugat sering mengucapkaan kata-kata cerai kepada Penggugat serta
perkataan yang menyakitkaan hati Penggugat;

c. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripaadaa kepeentingan
keluarga;

5. Bahwa sejak bulaan Agustus 2008, ataau selamaa kuraang kurang lebih 4 tahun 6
bulaan, Penggugat daan Tergugat sudah tidaak pernah laagi berhubungaan laagi,
sebagaimana laayaaknya suami istri;

6. Bahwaa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugaat sudaah tidaak
sanggup lagi untuk meneruskaan hidup berumah tangga dengan Tergugaat dan
lebih baaik bercerai, karena sudaah tidaak mungkindapat dicaapaai rumah taanggga
yang bahagia daaan harmonis sebagaimaana yaang dimakssud oleh tujuan
perkawinan;

7. Bahwa kemudian Penggugat memohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama
kabupaten malang untuk mengirim salinan putusan yaang telah berkekuataan hukum
tetap kepada KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat atau tempaat perkawinaan dilangsungkan;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajuan gugatan
perceraaian kepada Bapak Ketua Pengadilaan Agaamaa kabupaten Malang dan

mohon putusan sebagai berikut :

PRIMER
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- Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

- Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Agustus
1988, yang dicatat di akta nikah oleh Pegawai pencatat nikah dari kantor Urusan
Agama kecamatan Pronojiwo, kabupaten Lumajang, dengan kutipan buku nikah
nomor : 149/22/VIII/1988,, tanggal 08 Agustus 1988, putus karena perceraian ;

- Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama kabupaten malang, untuk
mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai
Pencatat Nikah KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan
tergugat dan atau tempat perkawinan dilangsungkan;

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER
Atau apabila Pengadilan Agama kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa
Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 04 April 2013, Penggugat
melalui Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun
kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk hal
ikhwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara dan merupakan bagian
dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa  maksud dan tujuan  gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa
Penggugat bersama Penggugat dan tergugata telah hadir di depan persidangan;

Menimbang bahwa kemudian ketua majelis berusaha mendamaikan perkara ini
dengan menasehati Penggugat agar sabar dalam menghadapi permasalahan rumah
tangga yang sedang dihadapinya dan membatalkan niat untuk bercerai, namun tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 7 Maret 2013, Penggugat

menyatakan mencabut gugatannya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal
54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat
diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat
mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; Apabila Tergugat
memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum
Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan
perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena
pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Unadang Nomor : 07 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 03 Tahun
2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua
ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 M. bertepatan

dengan tanggal 23 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.
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sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs.
WARYONO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
hakim Anggota serta Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti

dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat bersama Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAIJELIS
Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. Drs. H. SUHARDI, S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA 11,
Drs. WARYONO, M.H.
PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp 38.000,-

2. Biaya Proses : Rp.  230.000,-

3. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 274.000,-
5
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